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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Talaud telah menyusun Renstra 2020-2025.

Berkenan telah disusunnya Renstra 2020-2025 yang menjadi acuan Dinas Lingkungan
Hidup dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang dalam upaya untuk meningkatkan penataan dan pengelolaan Lingkungan yang ada
di Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan Kesejahtraan
masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud.

Mencermati permasalahan lingkungan hidup yang sekarang ini telah menjadi isu sentral
atau isu utama, yakni penurunan kualitas lingkungan hidup, maka perlu adanya respon dan
kesungguhan dari semua pihak terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan
kegiatan pemenuhan hidup yang relevan, dan menuju pembangunan berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan hidup

Mudah-mudahan upaya dalam mewujudkan lingkungan yang baik, sehat, lestari terus
berkelanjutan dapat terlaksana sehingga mencapai sasaran dan tujuannya demi kemajuan

pelaksanaan pembangunan di Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang kita cintai.

Melonguane, 2022
Kepala Dinas,

=T

MERDISON SASAE, S.AP, MM
NIP. 19660708 199403 1 012
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BAB 1
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
a. Pengertian Renstra SKPD

Rencana Strategis SKPD adalah rencana yang memuat seluruh program yang
dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun bagi peningkatan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), baik sarana prasarana fisik maupun non fisik.

b. Proses penyusunan Renstra

Renstra SKPD disusun berdasarkan kinerja bersama yang dirumuskan dalam rapat
secara intern SKPD, baik dari Bidang-bidang maupun Sekretariat dan pada

pelaksanaan tiap tahun dikonkritkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA).

c. Rencana Strategis SKPD diramu secara apik dengan program-program prioritas yang
mengutamakan pengembangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) secara terencana,
terstruktur, dan kongkrit untuk dapat dilaksanakan. Kaitannya dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Renstra SKPD sangat
menentukan bagi penyusunan RPJMD, sebab tanpa Renstra SKPD maka tak bisa
melakukan penyusunan rencana RPJMD yang diharapkan. Justru RPJMD materinya

bersumber dari Renstra SKPD.

2. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum pembuatan RENSTRA (rencana strategi) ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati daan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;

3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) ;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) ;

»
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7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota ;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana

Pengendalian Pencemaran Air ;

3. Maksud dan Tujuan
3.1. Maksud penyusunan Renstra adalah:
Untuk mendapatkan rekomendasi bagi pelaksanaan program kerja selama kurun
waktu yang telah ditentukan
3.2. Tujuan penyusunan Renstra adalah:
Untuk mempermudah penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang

pencapaiannya telah diatur sebelumnya

4. Sistematika Penyusunan

Renstra Dinas Lingkngan Hidup ( DLH ) Tahun 2019-2024 terdiri dari 8 bab dengan
sistematika penyajian sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas mengenai pengertian dan proses penyusunan renstra
secara umum Tahun 2020-2025.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi,
tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DLH Tahun

2020-2025.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup (

DLH ) Tahun 2020-2025 serta garis besar isi dokumen.

BAB Il Gambaran Pelayanan SKPD

v
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2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup ( DLH )
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan
Hidup ( DLH ), struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi.

2.2. Sumber Daya DLH
Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan
Hidup ( DLH ) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya
manusia dan aset/modal.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ( DLH )
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kkinerja Dinas Lingkungan Hidup
berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Subbab ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga
(K/L) dan Renstra Badan Lingkungan Hidup yang berimplikasi sebagai tantangan
dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) pada

lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH Pada
bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DLH beserta
faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program
Subbab ini memuat tugas dan fungsi DLH yang terkait dengan visi, misi, serta
program Bupati dan wakil Bupati terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi
permasalahan pelayanan DLH dipaparkan faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan DLH yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi
Bupati dan Wakil Bupati.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun pendorong
dari pelayanan DLH yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DLH ditinjau

dari sasaran Renstra K/L ataupun Renstra DLH provinsi/kabupaten.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi
Pada Bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari
pelayanan DLH yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DLH ditinjau dari
implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada subbab ini dievaluasi kembali faktor-faktor dari pelayanan DLH yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan DLH ditinjau dari gambaran pelayanan

DLH dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud.
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BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

4.1. Visi dan Misi DLH
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi DLH

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan
Strategi dan Kebijakan DLH
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan DLH dalam
lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan. dan pendanaan dalam
kurun 5 (lima) tahun.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai DLH dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BABVIII Penutup

Pada bab terakhir ini dimuat kesimpulan dari keseluruhan dokumen.

v
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BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pelaksanaan pelayanan SKPD dapatlah digambarkan sebagai berikut:

Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, bahwa Dinas
Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai peran dan
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di

bidang Pengelolaan Lingkungan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struk tur Organisasi SKPD

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah di bidang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Peraturan Bupati ini, Dinas

Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Lingkungan Hidup di bidang Penataan dan
Peningkatan Kapasitas serta di bidang Pengelolaan sampah, Limbah B3, Pengendalian
Pencemaran serta Kehutanan;

b. Penyusunan rencana program dan Rencana Kerja Anggaran Dinas;

c. Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas Dinas;

d. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring
tugas dan fungsi Dinas;

e. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas;

f.  Pelaksanaaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

kewenangannya.

KEPALA DINAS

Tugas dan Fungsi
Kapala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina,
mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksaaan tugas dan fungsi Dinas

Lingkungan Hidup sebagaimana di maksud dalam pasal 4 dan pasal 5.

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Talaud adalah
sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari peraturan ini.
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Sekretariat
Tugas
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala dinas
dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, merencanakan,
mensinkronisasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan serta pelaksaaan
tugas Kesekretariatan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, dan Bidang Pengelolaan

Sampah, Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kehutanan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 8, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi,
bidang keuangan, bidang umum dan kepegawaian;

b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas;

c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang Penataan dan
Peningkatan Kapasitas, dan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian
Pencemaran dan Kehutanan serta kesekretariatan;

d. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penataan dan
Peningkatan Kapasitas, dan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian

Pencemaran dan Kehutanan serta keskretariatan;

e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;

f. Pelaksanaan penelitian kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
g. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;

h. Pengkoordinasian pembuatan dan penyusunan SP, SPM dan SOP Dinas;

i. Pelaksanaan verifikasi dan Pengesahan SP] Dinas;

j- Pelaksanaan akuntansi Dinas;

k. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan LKj.IP Dinas;

1. Penyiapan bahan/data Penyusunan LPPD;

m. Penyiapan bahan/data Penyusunan LKP] Bupati;

n. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan LRA Dinas;

0. Pengkoordinasian pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan,

keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
Penghimpunan data dan informasi Dinas;

q. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk
memperoleh petunjuk lebih lanjut;

r. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk
memperoleh petunjuk lebih lanjut;

s. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
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t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan wewenang bidang
tugasnya.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 8 dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan
di bawah dan bertanggung-jawab kepada kepala dinas.
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 8 terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sub

bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan program/kegiatan, umum dan

Kepegawaian.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Umum dan Kepegawaian melakasanakan tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Umum dan
Kepegawaian;

b. Menyiapkan bahan rencana program dan (RKA) seksi;

c. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan RKA Dinas;

e. Menyiapkan bahan dan menyusun LKj.IP Dinas;

f.  Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Dinas;

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, Inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana
kantor;

h. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang Perencanaan Umum dan
Kepegawaian;

i. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi,
keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas;

j.  Menyiapkan bahan dan menghimpun peraturan perundang-undangan bidang
Kepegawaian;

k. Menyiapkan bahan pelaksaaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

l.  Menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi dinas;

m. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;

n. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

0. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program sub bagian;

p. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk

memperoleh petunjuk lebih lanjut;
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g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan

wewenang bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
Tugas

Kepala Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan

di bidang administrasi keuangan,Pengawasan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Kepala Sub Bagian

Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan, Evaluasi dan
Pelaporan;

b. Menyiapkan bahan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) dibidang
Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;

c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Keuangan, Evaluasi
dan Pelaporan;

d. Menyiapakan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;

e. Menyiapkan bahan penelitian  kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;

f.  Menyiapkan bahan pembuatan dan penyusunan SPM atas dasar SPP yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran;

i. Menyiapkan bahan pembuatan dan penyusunan LRA pendapatan dan belanja Dinas;

j.  Menyiapkan bahan laporan prognosis realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;

k. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi SPP dan SP] Dinas;

l.  Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;

m. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi Dinas;

n. Menyiapakan bahan pengujian SPP;

0. Menyiapkan bahan pertanggung-jawaban keuangan Dinas;

p. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan;
g- Menyiapakan bahan penyusunan LRA Sub bagian dan LRA Dinas;

g. Menyiapkan bahan/data dan menyusun LKj.IP Dinas;

o

Menyiapkan bahan/data penyusunan LKj.IP Kabupaten, LKP] Bupati serta LPPD;

s. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk
memperoleh petunjuk lebih lanjut;

t. Menyampaiakan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

wewenang bidang tugasnya.
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Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Tugas
Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas merencanakan,
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan,

Pengaduan dan Penegakan Hukum serta Peningkatan Kapasitas.

Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 16, Bidang Penataan dan Peningkatan

Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Kajian

dampak lingkungan, Pengaduan dan penegakan hukum serta Peningkatan kapasitas;

b. Menyiapkan bahan rencana program dan RKA bidang;

c. Menyelenggarakan Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;

d. Penyusunan dokumen RPPLH;

e. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;

f. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RPPLH;

g. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

h. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup;

i. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme
insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

] Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan ekoregion;
Penyusunan NSDA dan LH;

1. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;

m. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

n. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

0. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

p. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

q. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

r. Pemantauan dan evaluasi KLHS;

s. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau Kkerusakan

lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL), izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH;

t.  Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL)

u. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim
pakar dan konsultan);

v.  Pelaksanaan proses izin lingkungan;

v
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w. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan masyarakat;

x.  Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

y. Pelaksanaan penelahaan dan verifikasi atas pengaduan;

z.  Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

aa. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut
pengaduan;

bb. Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;

cc. Sosialisasi tata cara pengaduan;

dd. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau
kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

ee. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin
lingkungan dan izin perlindungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

ff.  Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan perlindungan;

gg. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

hh. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

ii.  Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;

jj.- Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

kk. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

1.  Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

mm. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

nn. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

00. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
MHA terkait dengan perlindungan dan pegelolaan lingkungan hidup;

pp. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;

qq. Pembentukan panitia pengakaun masyarakat hukum adat;

rr. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

ss. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait PPLH
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tt.

uu.

XX.

Vy.

ZZ.

aaa.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;

Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
Pelaksanan diklat dan penyuluhan LH;

Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

bbb. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;

CCcC.

Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

ddd. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhhan LH;

€ce.

fff.

g88.

Pengembangan jenis penghargaan LH;
Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;

Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

hhh.Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;

iii.

Jjj-

kkk.

111.

Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk
memperoleh petunjuk lebih lanjut;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinassesuai

dengan wewenang bidang tugasnya.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pasal 16 dipimpin oleh

seorang kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada kepala dinas;

(1)

(2)

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pasal 16 terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan;

b. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;

c. Seksi Peningkatan Kapasitas.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

v
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Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan

Tugas

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian

bimbingan di bidang Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Kepala Seksi

Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan melaksanakan tugas sebagai berikut:

a.

o

a o

5ot 0

—
.

no 0w oo B g

/2]

Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan
Pengkajian Dampak Lingkungan;

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan RKA seksi;

Melaksanakan Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;

Melaksanakan Penyusunan dokumen RPPLH;

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

Melaksanakan Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
Melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup;

Melaksanakan Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau,
mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

Melaksanakan Sinkronisasi RLPLH Nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
Melaksanakan Penyusunan NSDA dan LH;

Melaksanakan Penyusunan status lingkungan hidup daerah;

Melaksanakan Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;

Melaksanakan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

Melaksanakan Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis kabupaten;

Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;

Melaksanakan Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

Melaksanakan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi KLHS;

Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, Analisis resiko
LH);

Melaksanakan Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim
pakar dan konsultan); dan

Melaksanakan proses izin lingkungan;

Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk

memperoleh petunjuk lebih lanjut;
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y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan

wewenang bidang tugasnya.

Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum

Tugas

Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan

di bidang Pengaduan dan Penegakan Hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Kepala Seksi Pengaduan

dan Penegakan Hukum menjalankan tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengaduan dan
Penegakan Hukum;

b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan RKA seksi;

c. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan
masyarakat;

d. Melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai
dengan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

e. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

f. Menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;

g. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut
pengaduan;

h. Melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui
pengadilan;

i. Melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;

j. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau
kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

k. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan;

m. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

n. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

0. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;

p. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;

q. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

»
»
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Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan

Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk
memperoleh petunjuk lebih lanjut;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas kedinasan  lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai

dengan wewenang bidang tugasnya.

Seksi Peningkatan Kapasitas

Tugas

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Peningkatan

Kapasitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, Kepala Seksi Peningkatan

Kapasitas menjalankan tugas sebagai berikut :

a.
b.

C.

Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Kapasitas;
Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan RKA seksi;

Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait
dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Melaksanakan Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Melaksanakan Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;

Melaksanakan pembentukan panitia pengakuan MHA;

Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait PPLH;

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait PPLH;
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l. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

m. Menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

n. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;

0. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
p. Melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
g- Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

o

Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;

s. Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

t. Menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH;

u. Mengembangkan jenis penghargaan LH;

v. Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;

w. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;

X. Membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;

y. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;

z. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk
memperoleh petunjuk lebih lanjut;

aa. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya  yang diberikan oleh kepala bidang sesuai

dengan wewenang bidang tugasnya

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, Pengendalian
Pencemaran dan Kehutanan
Tugas
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, Pengendalian Pencemaran dan Kehutanan
mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan
mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan

Sampah dan Limbah B3, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Pemeliharaan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 26, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah,

Pengendalian Pencemaran dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

a. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Sampah,

Limbah, Pengendalian Pencemaran dan Kehutanan;

v
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Menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan RKA
Bidang;
Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun
waktu tertentu;
Perumusan kebijakan pengurangan sampabh;
Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh
proses alam;
Pembinaan pendaur ulangan sampah;
Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampabh;
Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
Penyediaan sarpras penanganan sampabh;
Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampabh;
Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampabh;
Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open
dumping;
Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampabh;
Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha
pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir
sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan Kkinerja pengelolaan sampah yang
dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan
oleh pihak lain (badan usaha);
Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3
(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah
Kabupaten;
Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam
satu daerah Kabupaten;
Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan,

perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
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aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga)
dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;

cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;

dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;

ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan
penimbunan limbah B3;

ff.  Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

gg. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

hh. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

ii.  Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar
institusi dan non institusi;

jj-  Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;

kk. Penentuan baku mutu lingkungan;

1.  Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta
penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

mm. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi)
sumber pencemar institusi dan non institusi;

nn. Penentuan baku mutu sumber pencemar;

0o. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan
akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

pp. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

qq. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

rr. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

ss. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi pengisolasian serta penghentian)
kerusakan lingkungan;

tt. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi rehabilitasi dan restorasi) kerusakan
lingkungan;

uu. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

vv. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

ww. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

xx. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

yy. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

zz. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

aaa. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

bbb. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan
pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

ccc. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

ddd. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

eee. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
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fff. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk
memperoleh petunjuk lebih lanjut;

ggg. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

hhh.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan wewenang bidang

tugasnya.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, Pengendalian Pencemaran dan Kehutanansebagaimana
dimaksud pasal 26 dipimpin oleh seorang kepala Bidang berkedudukan di bawah dan
bertanggung-jawab kepada kepala dinas.

(1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, Pengendalian Pencemaran dan Kehutanan
sebagaimana dimaksud pasal 26 terdiri dari :
a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
b. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pegelolaan Sampah

Tugas

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan

di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 30, Kepala seksi Pengelolaan Sampah dan

Limbah B3 melaksanakan tugas:

a. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Kapasitas;
b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan RKA seksi;
c. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;

Menyusun bahan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk
setiap kurun waktu tertentu;

e. Merumuskan kebijakan pengurangan sampah;

f. Melaksanakan Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;

g. Melaksanakan Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu
diurai oleh proses alam;

h. Melaksanakan Pembinaan pendaur ulangan sampah;

i. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampabh;
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i

aa.

bb.

CC.

dd.

ee.
ff.

g8.

hh.

Melaksanakan Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan
produk;

Merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;

Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
Penyediaan sarpras penanganan sampabh;

Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampabh;

Menyusun bahan Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampabh;

Melaksanakan Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem
pembuangan open dumping;

Menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

Memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha
pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;

Mengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

Menyusun bahan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

Melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan
akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

Merumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang
dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

Merumuskan penyusunan Kkebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3
(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah
Kabupaten;

Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam
satu daerah Kabupaten;

Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan,
perpanjangan perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;

Melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

Melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga)
dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;

Melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
Melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;

Melaksanakan Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan,
pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk

memperoleh petunjuk lebih lanjut;
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ii.

3

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnyayang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan

wewenang bidang tugasnya.

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tugas

Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan

di bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 32, Kepala seksi Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan melaksanakan tugas:

o P

B T o N !

Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Kapasitas;
Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan RKA seksi;

Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;

Penentuan baku mutu lingkungan;

Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta
penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi)
sumber pencemar institusi dan non institusi;

Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber;

pencemar institusi dan non institusi;

Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar
institusi dan non institusi;

Penentuan baku mutu sumber pencemar;

Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan
pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian)
kerusakan lingkungan;

Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan
lingkungan;

Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk

memperoleh petunjuk lebih lanjut;
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Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas kedinasan  lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai

dengan wewenang bidang tugasnya.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tugas

Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian

bimbingan di bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 34, Kepala Seksi Pemeliharaan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan tugas:

a.

o

a o

5ot 0

[y
.

Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Kapasitas;
Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan RKA seksi;

Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam dan Kehutanan;

Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan Kehutanan;

Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan alam;

Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

Perencanaan konservasi kehutanan dan keanekaragaman hayati;

Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan
pengendalian kerusakan hutan serta keanekaragaman hayati;

Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi hutan dan keanekaragaman hayati;
Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan hutan dan keanekaragaman hayati;
Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database kehutanan dan
keanekaragaman hayati;

Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat (Tahura);

Pemeliharaan dan pengembangan jenis tanaman dan koleksi satwa pada Tahura;
Perlindungan terhadap satwa-satwa endemik;

Pembentukan, pembinaan serta pemberdayaan kelompok-kelompok di desa yang
berbatasan dengan kawasan tanaman hutan rakyat;

Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk
memperoleh petunjuk lebih lanjut;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas kedinasan  lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai

dengan wewenang bidang tugasnya.
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KEPALA DINAS
Dra. JETY A. MEGANSA,ME
NIP. 196604241994122003

( SEKRETARIS
—F—— e e e e e e e e e e e e e e e - = > Miyer Parapaga, SH
1 L NIP : 197005142002121004
| v
v \ 2 v
SUBBAG SUBBAG
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PERENCANAAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN, EVALUASI KEUANGAN
Ferdy Lay, SST., MSA LENY MANGEETIK, SE
NIP : 197906162008011016 NIP : 19800519 201001 2 008
BIDANG BIDANG
PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, PENGENDALIAN

. . PENCEMARAN DAN KEHUTANAN
Mareyke Tingkue, S.Si

NIP : 198403142010012008 Metusalah Maga, S.Hut
NIP : 198405182010011010
SEKSI ) (" SEKSI )
PERENCANAAN &PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN P » PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH
< >
David Aramana, S.Tr, KL Osiana Maabuat, A.Md. Kesling
NIP : 197101052006041014 NIP : 198010202006042014
J \. J
SEKSI ) (" SEKSI )
PENGADUAN MASYARAKAT & PENEGAKAN HUKUM | > PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN
<
Florence Sahoa, SH INDAH R.E. DERIS.Si
NIP : 19670731 200604 2 007 NIP : 19821209 2010012011
J \_ J
KSI SEKSI )
PENINGKATAN KAPASITAS PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
Oktaria Sarendeng. SP
Jury P. Sandehang N
NIP : 197407031997031006 [ UPTD ] NIP : 198010112006042007 )

v

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kepl. Talaud



Renstra Tahun 2020 - 2025 DLH Kab. Kepl. Talaud

&

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
Sumberdaya manusia sejumlah 19 (enam belas) orang dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Usia ( tahun )
No | Unit Kerja Jumlah
20-2526-30[31-35[36-40 41-45 46-50| > 50
1. | Sekretariat - - 1 4 - 1 2
2. | Bidang Penaatan dan Peningkatan
c - 1 - - 1 3

kapasitas
3. | Bidang  Pengelolaan = Sampah,

Limbah, Pengendalian Pencemaran - - 3 1 1 -

dan Kehutanan

Total 1 3 5 2 4 2

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Golongan

Golongan
No | Unit Wilayah Jumlah
I Il nr | Iv
1. Sekretariat - - 4 2
2. BidangPenaatan dan Peningkatan kapasitas - - 4 1
3. Bidang  Pengelolaan = Sampah, Limbabh, | - - 5 -
Pengendalian Pencemaran dan Kehutanan
Total 13 |3

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Golongan
No Unit Wilayah Jumlah
SMA | Dipolma | S 1 S2
1. Sekretariat - - 4 3
2. BidangPenaatan dan Peningkatan kapasitas | - - 4 0
3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbabh, | - - 4 1
Pengendalian Pencemaran dan Kehutanan
Total - 12 4
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan
No Jabatan Jumlah
1. Sekretariat 4
2. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 4
3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, 4
Pengendalian Pencemaran dan Kehutanan
4, Fungsional tertentu(Ahlidan terampil) -
5. Fungsional Pelaksana (staf) 5
Total 17
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Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

No

Jabatan

Jumlah Rill

Kebutuhan

Kurang

Eselon II

1

Eselon III

3

Eselon IV

8

BlW N e

Fungsional tertentu
A. Terampil

A.1 Arsiparis

A.2 Analis Kepegawaian
B. Ahli

B. 1 Perencana

B. 2 Analis Kebijakan

Pelaksana

A. Pengadministrasian Umum

B. Pengadministrasian Keuangan
C. Caraka

D. Operator Komputer

E. Bendaharawan

=N

w W =W

RN R R

Total

Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

No

Jenis Aset/ Modal

Jumlah

Kondisi

barang

Baik

Rusak

Berat

Ket

Kendaraan roda 4

2

Kendaraan roda 2

1

Peralatan Kantor

Gedung

A Il S R

Total

Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

No

Jenis Aset

Jumlah

kebutuhan

kurang

keterangan

Kendaraan roda 4

2 5

Kendaraan roda 2

10

Komputer

8

Laptop

vil B W N e

Printer

=N W W

N N o

Total

% Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kepl. Talaud
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2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan sasaran/target Renstra
Dinas Lingkungan Hidup sebelumnya, memuat SPM untuk urusan wajib dan indikator

lainnya seperti MDGs dapat disajikan berdasarkan tabel berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKP DLH

Kabupaten Kepulauan Talaud

NO

Indika'tor Kinerja Target Target 'Target Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke-
Sesuai Tugas dan SPM KK indikato

. i
Fungsi SKPD rlainnya 1 ) 3 4 5 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

SPM

Pelayanan 80% 10 | 15 | 20 | 20 | 25
Pencegahan
Pencemaran Air

Pelayanan 50% 10 |10 | 10 | 10 | 10
Pencegahan
Pencemaran Udara
Dari Sumber Tidak
Bergerak

Pelayanan Informasi 50% 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Status Kerusakan
Lahan Dan/Atau
Tanah Untuk
Produksi Biomassa

Pelayanan Tindak 80% 10 | 15 | 20 | 20 | 25
Lanjut Pengaduan
Masyarakat Akibat
Adanya Dugaaan
Gangguan
Pencemaran Dan/
Atau Perusakan
Lingkungan

" salah satu target SPM, IKK, atau target indikator lainnya (kolom 3, 4, atau 5) dpilih salah satu yang tersedia atau relevan sebagai standar kinerja
pembanding terhadap pencapaian kinerja layanan SKPD"
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Mengacu kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud
periode tahun 2020-2025, DLH memiliki tantangan untuk mewujudkan pembangunan
yang berwawasan lingkungan melalui pemulihan keseimbangan lingkungan dan
penerapan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan
yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH Kabupaten
Kepulauan Talaud dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud,
dengan menggunakan metode SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threat)

sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2.
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Tabel 3.2 Analisis SWOT

INTERNAL

EKSTERNAL

Kekuatan

1. Luasnya wilayah Kabupaten Kepulauan
Talaud;
2. Memadainya keanekaragaman hayati dan

Peluang

1. Adanya LSM lingkungan hidup dan
masyarakat pemerhati lingkungan;
2. Berkembangnya teknologi pengelolaan

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM;

2. Terbatasnya sarana dan prasarana
pengawasan;
3. Terbatasnya data dan informasi

sumberday alam dan lingkungan hidup;

4. Belum adanya perencanaan
perlindungan dan pengelolaan LH yang
komprehensif;

5. Belum adanya PPLHD dan tidak
memadainya PPNS;

6. Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan
perda;

7. Belum efektifnya penerapan sanksi

hukum lingkungan.

sumberdaya alam; lingkungan;
3. Adanya perda; 3. Adanya penyelenggaraan diklat
4. Adanya struktur organisasi DLH; pengelolaan lingkungan hidup yang
5. Adanya program dan kegiatan intensif dari KLH;

pengelolaan lingkungan yang rutin | 4. Berkembangnya pemahaman tentang isu

(sosialisasi, pemantauan, pengawasan). lingkungan;

5. Adanya peraturan perundang-undangan
bidang lingkungan hidup.

Kelemahan Ancaman

1. Makin kompleksnya isu lingkungan

global;

2. Alih fungsi lahan yang meningkat;

Belum optimalnya koordinasi;

4. Rendahnya komitmen
penanggungjawab kegiatan/usaha;

5. Tidak  sesuainya  kegiatan-kegiatan
dengan tata ruang;

6. Adanya kondisi eksisting pencemaran
dan  Kkerusakan lingkungan serta
eksploitasi SDA;

w
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3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Agar perencanaan dapat dioperasionalkan, meningkatkan akseptabilitas prioritas
pembangunan, dan secara moral serta etika dapat dipertanggungjawabkan maka Dinas

Lingkungan Hidup telah melakukan identifikasi isu yang tepat dan strategis

sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 berikut.

No Aspek Permasalahan

1. | Permasalahan dalam| Belum adanya tenaga PPLHD dan PPNS yang ada di Dinas
Penataatan Hukum | Lingkungan Hidup kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga
Lingkungan Hidup | berpengaruh terhadap lemahnya Penegakan Hukum

lingkungan Lingkungan

2. | Permasahan dalam | Jumlah sarana prasaran untul IPAL dan IPLT masih terbatas
Pengendalian limbah| karena IPAL Komunal baru terdapat beberapa buah dan IPLT
dan Peningkatan yang belum dapat dipergunakan
Kapsitas

3. | Permasalahan dalam| Dari Permasalahan terhadap kehutanan masih banyaknya
Pengendalian dan masyarakat yang belum memiliki kesadaran tentang
Pengrusakan penebangan dan perlindungan sumber mata air.
Lingkungan Hidup | Permasalahan dalam aspek ini bermuara pada kekeringan

4. | Permasalahan dalam| Tinggingnya produksi sampah masyarakat tidak diimbangi

Pengelolaan sampah

dan Pertamanan

dengan pengelolaan sampah yang optimal dan kesadaran

masyarakat ayng masih kurang dalam pengelolaan sampah.

3.2 Telaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud terpilih periode tahun 2020-

2

025 adalah:

“MENJADIKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD LEBIH DIBERKATI".

Untuk mewujudkan visi tersebut, disusun 6 (enam) Misi sebagai berikut:

—_

. Mewujudkan kabupaten kepulauan talaud yang bersih;

. Mewujudkan kabupaten kepulauan talaud yang elok;

. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Ramah;

. Mewujudkan masyarakat kabupaten kepulauan talaud berlandaskan pada kasih;

. Mewujudkan kehidupan masyarakat kabupaten kepulauan talaud yang aman;

&2 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kepl. Talaud
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6. Mewujudkan kabupaten kepulauan talaud yang tangguh.

Dalam visi tersebut dapat dijabarkan bahwa dalam melaksakan tugas dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup yang dijabarkan dalam misi ke-1 yaitu Mewujudkan kabupaten

kepulauan talaud yang bersih,

dan misi ke-5 Mewujudkan kehidupan masyarakat

kabupaten kepulauan talaud yang aman.

3.3. Telaan renstra K/L dan Renstra

Faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pelayanan SKPD

ditinjau dari Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud dapat diuraikan

dalam tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan telaahan Rencana tata Ruang wilayah Beserta
faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

Rencana tata ruang wilayah Permasalahan Faktor
No | terkait tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
SKPD
2 3 4 5
1 Pembangunan, Pembangunan Mentalitas Kekuatan dan
Peningkatan dan Berwawasan masyarakat masih percaya diri
Pengembangan Sarana dan | Lingkungan hidup | rendah sehingga demi
Prasarana mengalami pembangunan
benturan kabupaten
2 Peningkatan dan Komunikasi dan | Masalah Kemajuan dan
pelestarian lingkungan pengawasan lebih | pembiayaan keamanan
hidup luas bersama bagi
lingkungan
hidup

3. 4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor
penghambat dan pendorong keberhasilan pemanfaatannya

Hasil KLHS terkait tugas Permasalahan Faktor
No dan Fungsi SKPD Pelayanan SKPD
Penghambat Pendorong
2 3 4 5
1 Sumberdaya Wilayah Pengawasan Kurangnya Peningatan
pesisir, pantai dan laut pembangunan material bahan percepatan
sarana dan dasar bangunan pembangunan
prasarana yang kabupaten
berdampak
lingkungan
2 Kerusakan dan Kurangnya Rendahnya Peningkatan dan
pencemaran lingkungan sosialisasi undang- kesadaran kepedulian

»
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Keanekaragaman hayati

dan illegal entry

undang no 32 tahun
2009 tentang
perlindungan dan
pengolahan
lingkungan hidup,
serta peraturan
lainnya

masyarakat

Sosialisasi
ditingkatkan

Anggaran dan
dana

bersama
terhadap
lingkugan hidup

Peningkatan
pelayanan pada
masyarakat

3.5 Penentuan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

Yang menjadi isu strategis terpilih adalah :

No Aspek Permasalahan [su-Isu Strategis
1. | Permasalahan dalam| Belum adanya tenaga PPLHD dan PPNS yang| Tingginya tingkat
Penataatan Hukum | ada di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten | Pencemaran dan
Lingkungan Hidup | Kepulauan Talaud, sehingga berpengaruh | kerusakan
terhadap lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan
lingkungan Lingkungan
2. | Permasahan dalam | Jumlah sarana prasarana untul IPAL dan
Pengendalian limbah| IPLT masih terbatas karena [PAL Komunal
dan Peningkatan baru terdapat beberapa buah dan IPLT yang
Kapsitas belum dapat dipergunakan
3. | Permasalahan dalam| Dari Permasalahan terhadap kehutanan
Pengendalian dan masih banyaknya masyarakat yang belum
Pengrusakan memiliki kesadaran tentang penebangan
Lingkungan Hidup | dan perlindungan sumber mata air.
Permasalahan dalam aspek ini bermuara
pada kekeringan
4. | Permasalahan dalam| Tinggingnya produksi sampah masyarakat | Belum
Pengelolaan sampah | tidak diimbangi dengan pengelolaan Optimalnya
dan Pertamanan sampah yang optimal dan kesadaran Pengelolaan
masyarakat ayng masih kurang dalam Sampah

pengelolaan sampah.

‘é&&\ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kepl. Talaud
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran
Rumusan Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup mengacu
pada tujuan, sasaran dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam
RPJMD. Adapun tujuan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DLH Kab.

Kepl. Talaud adalah :
Tujuan “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kawasan Perumahan,
Permukiman, Garis Pantai dan Sungai’ dengan indikator tujuan Indeks Lingkungan
Hidup. Untuk menjabarkan serta mewujudkan visi dan misi, maka disusun tujuan dan

sasaran sebagai berikut:

v

&2 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kepl. Talaud
=i\



Renstra Tahun 2020 - 2025 DLH Kab. Kepl. Talaud

Taman Tematik
untuk mendukung
Parisiwasata

Kond Target Kinerja Sasaran
] Indikator Tujuan ) isi Pada Tahun Ke -
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Awal | 9021 2022 2023 2024
2020
Meningkatkan Kualitas Indeks Terciptanya Indeks Pencemaran 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1
Lingkungan hidup di Lingkungan Lingkungan Air
Kawasan Perumahan, Hidup Kabupaten Yang Indeks Pencemaran | 30 25 20 20 20 20
Pemukiman, Garis Pantai Bebas dari Udara
dan Sungai Pencemaran
Meningkatnya Presentase Desa 75,6 78,80% 80,01% 83,45% 85,30% | 90,00%
Kebersihan yng Garis Pantainya | 6%
Lingkungan di Bebas dari Sampah
Kawasan berserakan
Perumahan, Presentase Desa 80,5 84,7% 87,90% 90,02% 92,45% | 95,50%
Pertokoan dan yang Lingkungan 0%
Garis Pantai Perumahan dan
Permukimanya
Bebas dari Sampah
Berserakan
Terciptanya Presentase Desa 75,0 | 78,50% 80,45% 82,20% 83,50% | 85,75%
Pengelolaan yang Lahan 0%
Pertamanan dan Pemakamannya
Pemakaman yang | Dikelola Secara
Profesional Profesional
Presentse desa 50,0 | 50,00% 55,40% 60,35% 65,75% | 70,50%
yang Mememliki 0%

% Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kepl. Talaud
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PAENINGKATNYA KUALITAS SUNGAI DAN PANTAI D1 KAWASAN PADAT
DAN SDUSTR

 DEsA BERAS DA
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MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN SUNGAI
INDEKS LINGKUNGAN HIDUP

PERKIM
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Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kepl. Talaud
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Tumanen

Hidhup Kab

Cascading Dinas Lingkungan Hidup

“MENJADIKAN KABUPATEN TALAUD LEBIH DIBERKATI”

MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG AMAN

MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DIKAWASAN PERUMAHAN, PEMUKIMAN, GARIS PANTAI DAN SUNGAI
INDEKS LINGKUNGAN HIDUP

RAM PENGELOLAAN
MPAHAN

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kepl. Talaud
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TRKAN AKSES M, RAKAT TERHADAP LAYANAN PEMAKAMAN
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BABYV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DLH yang
selaras dan strategi dengan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam
rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah DLH menunjukan
bagaimana cara DLH mencapai tujuan, sasaran jangka menengah DLH, dan target Kkinerja
hasil (outcome)program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DLH. Strategi dan
kebijakan dalam Renstra DLH selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan DLH bagi
setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DLH.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang
bagaimana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif
dan effisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai
sarana untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Strategi dan Kebijakan DLH

Visi : Menjadikan Kabupaten Kepulauan Talaud Lebih diberkati
Misi: Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Aman
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan Terciptanya Meningkatnya Meningkatkan

Kualitas Lingkungan Kualitas Sungai Dan | Kualitas

Lingkungan hidup Kabupaten Yang Pantai Di Kawasan | Pengawasan

di Kawasan Bebas dari Padat Dan Industri Terhadap Tindakan

Perumahan, Pencemaran Pencemaran Sumber

Pemukiman, Garis Daya Air Dan

Pantai dan Sungai. Bantaran Sungai
Meningkatkan
Penindakan
Terhadap Tindakan
Pelanggaran
Pencemaran Air
Dan Udara
Meningkatkan
Kesadaran
Masyarakat Dan
Dunia Usaha Dalam
Pengelolaanlimbah
Industri Dan
Limbah Rumah
Tangga Secara

»
|
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Profesional

Meningkatnya
Kebersihan
Lingkungan di
Kawasan
Perumahan,
Pertokoan dan
Garis Pantai

Meningkatnya
Kualitas Pengelolaan
Sampah Industri Dan
Sampah Rumah
Tangga

Meningkatkan
Kesadaran
Masyarakat Dan
Dunia Usaha Dalam
Penanganan
Sampah Industri
Dan Sampah Rumah
Tangga

Meningkatkan
Kualitas Monitoring
Evaluasi Dan
Pengawasan
Terhadap Pelaku
Industri Rumah
Tangga Terkait
Pengelolaan
Sampah 3b

Terbukanya  Akses
Masyarakat Terh
Adap Layanan
Persampahan Yang

Profesional

Meningkatkan
Ketersediaan
Tempat
Pembuangan
Sementara Dan
Tempat
Pembuangan Akhri
Yang Profesional

Meningkatkan
Kualitas
Pengelolaan Tps
Dan Tpa Pemerintah
Kota

Terciptanya
Pengelolaan
Pertamanan dan
Pemakaman yang
Profesional

Meningkatkan
Kualitas Pengelolaan
Ruang Terbuka
Hijau Untuk
Dimanfaatkan
Sebagai Taman Desa
Dan Kabupaten

Meningkatkan
Ketersediaan Ruang
Teerbuka Hijau
Untuk
Dimanfaatkan
Sebagai Taman
Kota

Meningkatkan
Kerjasama
Partisipasi
Pengembang/Swasta
& Masyarakat
Dalam Penyediaan
Dan Pemeliharaan
Taman Kota

Dan

Meningkatkan Akses
Masyarakat
Terhadap

Pemakaman

Layanan

Meningkatkan
Ketersediaan Lahan
Pemakaman Umum
Untuk Masyarakat

Meningkatkan
Kesadaran
Partisipasi
Masyarakat

Dan

Dan

»
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Seluruh  Organisasi
Keagamaan
Terhadap Layanan
Pemakaman
Penduduk
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selanjutnya dituangkan dalam program dan
kegiatan yang disertai indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama lima
tahun. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 2020-2025 Dinas

Lingkungan Hidup adalah Sebago berikut :
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Target Kinerja dan kerangka pendanaan

Unit kerja
indikator kinerja Pe?\lzrr,\:gu lokasi
. program Data capaian o . X
Tujuan Sasaran I::;I:;\;:r Program Kegiatan (outcome) dan pada tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Ko:::iﬂ dkem::san:- :d:K;I;h" ngjawab
indikator kinerja awal perenc.
kegiatan (output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
katkan katny Pr PROGRAM
Kualitas Tata Kelola Tata Kelola PENUNJANG . ) .
Lingk Lingl Lingk URUSAN Administrasi Peningkatan 19 19 ) ) 19 -
Hidup yang yang PEMERINTAHAN Keuangan Pengelolaan 100% 20% milyar 20% milyar 20% 1.9 milyar 20% 1.9 milyar 20% milyar 100% 9.7 miliar DLH Melonguane
" " Perangkat Daerah keuangan SKPD
Berkualitas Berkualitas DAERAH
ingk KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kelancaran Melonguane,
pelaksanaan tugas . . N . .
Umum Perangkat & Kesejahteraan 100% 20% 500 jt 20% 500 jt 20% 500 jt 20% 500 jt 20% 500 jt 100% 2,5m DLH Manado,
Daerah Jakarta
aparatur
Pengadaan
Barang Milik
Daerah Tersediaanya
Penunjang barang milik 100% 20% 700 jt 20% 700 jt 20% 700 jt 20% 700 jt 20% 700 jt 100% 3,5m DLH Melonguane
Urusan daerah
Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jasa
Penunjang Tersediaanya Jasa
Urusan Penunjang 100% 20% 5m 20% 5m 20% 5m 20% 5m 20% 5m 100% 25m DLH Melonguane
Pemerintahan
Daerah
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah terpeliharaanya
Penunjang barang milik 100% 20% 300 jt 20% 300 jt 20% 300 jt 20% 300 jt 20% 300 jt 100% 1,5m DLH Melonguane
Urusan daerah
Pemerintahan
Daerah
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
HIDUP
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Peningkatan

Pencegahan Pencegahan
Pencemaran
dan/atau Pencemaran Melonguane,
Kerusakan dan/atau 100% 20% 300jt 20% 300jt 20% 300jt 20% 300jt 20% 300jt 100% 1,5m DLH Manado,
. " Kerusakan Jakarta
Lingkungan Hidup . .
Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENGENDALIAN
BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3)
DAN LIMBAH
BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN
(LIMBAH B3)
b B asam | pemgendaian Melonguane,
. 8 . 100% 20% 350jt 20% 350jt 20% 350jt 20% 350jt 20% 350jt 100% 1,75m DLH Manado,
1 (satu) Daerah lingkungan (air, Jakarta
Kabupaten/Kota udara dan tanah)
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN
I1ZIN
PERLINDUNGAN
DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan menln_gkatnya
Pembinaan dan
Pengawasan Pengawasan
Terhadap Usaha Terhadap Usaha
dan/atau X
. . dan/atau Kegiatan
Kegiatan yang lzin ang Izin Melonguane,
Lingkungan dan V' e 100% 20% 250jt 20% 250jt 20% 250jt 20% 250jt 20% 250jt 100% 1,25m DLH Manado,
. Lingkungan dan
Izin PPLH . Jakarta
R s Izin PPLH
diterbitkan oleh R .
. diterbitkan oleh
Pemerintah X
Pemerintah
Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

PROGRAM
PENGAKUAN
KEBERADAAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
(MHA), KEARIFAN
LOKAL DAN HAK
MHA YANG
TERKAIT DENGAN
PPLH
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terlaksananya
Pengakuan MHA, Pengakuan MHA,
Kearifan Lokal, !
Kearifan Lokal,
Pengetahuan Pengetahuan Melonguane,
Tradisional, dan Tratﬁsional dan 100% 20% 250jt 20% 250jt 20% 250jt 20% 250jt 20% 250jt 100% 1,25m DLH Manado,
Hak MHA yang Hak MHA yang Jakarta
terkait dengan .
PPLH terkait dengan
PPLH
PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN
PENYULUHAN
LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
Penyelenggaraan Meningkatnya
o Penyelenggaraan
Pendidikan, -
. Pendidikan,
Pelatihan, dan .
Pelatihan, dan
Penyuluhan penyuluhan Melonguane,
Lingkungan Hidup eny " 100% 20% 250 jt 20% 250 jt 20% 250t 20% 250t 20% 250 jt 100% 1,25m DLH Manado,
untuk Lembaga Lingkungan Hidup Jakarta
8 untuk Lembaga
Kemasyarakatan
X Kemasyarakatan
Tingkat Daerah X
Kabupaten/Kota Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
Pengelolaan Pengelolaan 'lllle?\m;f:::r\\ya Melonguane,
6 & & 100% 20% 500t 20% 500t 20% 500 jt 20% 500 jt 20% 500t 100% 2,5m DLH Manado,
Sampah Sampah Sampah yang
. Jakarta
berkelanjutan
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Pemetaan kebutuhan program, bisnis proses dan crosscutting program Dinas Lingkungan Hidup kab. Kepl. Talaud

MENINGKATKAN
KUALITAS

LINGKUNGAN HIDUP

DIKAWASAN
PERUMAHAN,

PEMUKIMAN, GARIS

PANTAI
DAN SUNGAI

INDEKS
LINGKUNGAN
HIDUP

TERCIPTANYA
LINGKUNGAN
KABUPATEN YANG
BEBAS DARI
PENCEMARAN

MENINGKATNYA KUALITAS
SUNGAI DAN PANTAI DI
KAWASAN PADAT

DAN INDUSTRI

MENINGKATKAN KUALITAS
PENGAWASAN TERHADAP
TINDAKAN

PENCEMARAN SUMBER DAYA AIR
DAN BANTARAN SUNGAI

INDEKS PENCEMARAN
AIR

MENINGKATKAN PENINDAKAN
TERHADAP TINDAKAN
PELANGGARAN

PENCEMARAN AIR DAN UDARA

MENINGKATKAN KESADARAN
MASYARAKAT DAN DUNIA
USAHA DALAM PENGELOLAAN
LIMBAH INDUSTRI DAN
LIMBAH RUMAH TANGGA
SECARA PROFESIONAL

INDEKS PENCEMARAN
UDARA

PROGRAM PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3)

DAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN
(LIMBAH B3)

PROGRAM PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP

MENINGKATNYA
KEBERSIHAN
LINGKUNGAN
DIKAWASAN
PERUMAHAN,
PERTOKOAN DAN
GARIS PANTAI

MENINGKATNYA KUALITAS
PENGELOLAAN

SAMPAH INDUSTRI DAN
SAMPAH R UMAH
TANGGA

MENINGKATKAN KESADARAN
MASYARAKAT DAN DUNIA
USAHA DALAM PENANGANAN
SAMPAH

INDUSTRI DAN SAMPAH RUMAH
TANGGA

% DESA YANG GARIS
GARIS PANTAINYA

B EBAS

DARI SAMPAH
BERSERAKAN

PROGRAM PENGENDALIAN
BAHAN

BERBAHAYA DAN BERACUN
(B3) DAN

LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

BIDANG
PENGOLAHAN
SAMPAH,
LIMBAH,
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN
KEHUTANAN

DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
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MENINGKATKAN KUALITAS
MONITORING EVALUASI DAN
PENGAWASAN TERHADAP PELAKU
INDUSTRI RUMAH TANGGA TERKAIT
PENGELOLAAN SAMPAH 3B

TERBUKANYA AKSES
MASYARAKAT
TERHADAP LAYANAN
PERSAMPAH AN
YANG PROFESIONAL

TERJAGANYA KAWASAN
LINDUNG KABUPATEN

MENINGKATKAN KETERSEDIAAN
TEMPAT PEMBUANGAN
SEMENTARA DAN TEMPAT
PEMBUANGAN AKHRI YANG
PROFESIONAL

MENINGKATKAN KUALITAS
PENGELOLAAN TPS DAN TPA
PEMERINTAH KOTA

TERKELOLANYA SUMBER DAYA AIR
UNTUK MASYARAKAT

% DESA YANG
LINGKUNGAN
PERUMAHAN DAN
PERMUKIMANNYA
BEBAS DARI SAMPAH
BERSERAKAN

PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

PROGRAM PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN
(LIMBAH B3)

PROGRAM SUMBER DAYA
AIR

BIDANG SUMBER
DAYA AIR

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA
RUANG
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TERCIPTANYA
PENGELOLAAN
PERTAMANAN

DAN PEMAKAMAN
YANG PROFESIONAL

MENINGKATNYA KESADARAN
MASYARAKAT AKAN FUNGSI
KAWASAN

LINDUNG

MENINGKATKAN KUALITAS
PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU UNTUK
DIMANFAATKAN SEBAGAI
TAMAN DESA DAN
KABUPATEN

MENINGKATKAN KETERSEDIAAN
RUANG TEERBUKA HIJAU UNTUK
DIMANFAATKAN SEBAGAI TAMAN
KOTA

% DESA YANG LAHAN
PEMAKAMANNYA
SUDAH DIKELOLA
SECARA PROFESIONAL

MENINGKATKAN AKSES
MASYARAKAT
TERHADAP LAYANAN
PEMAKAMAN

MENINGKATKAN KERJASAMA DAN
PARTISIPASI PENGEMBANG/
SWASTA & MASYARAKAT DALAM
PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN
TAMAN KOTA

MENINGKATKAN KETERSEDIAAN
LAHAN PEMAKAMAN
UMUM UNTUK MASYARAKAT

% DESA YANG
MEMILIKI TAMAN
TEMATIK

UNTUK MENDUKUNG
PARIWISATA

PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI
(KEHATI)

PROGRAM PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG
PENGOLAHAN
SAMPAH,
LIMBAH,
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN
KEHUTANAN

DINAS LINGKUNGAN
HIDUP

DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
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MENINGKATKAN KESADARAN DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
SELURUH ORGANISASI KEAGAMAAN
TERHADAP LAYANAN PEMAKAMAN
PENDUDUK




Renstra Tahun 2020 - 2024 DLH Kab. Kepl. Talaud

BAB VII
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka pencapaian penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025,
maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Talaud telah mengidentifikasi
indikator Kkinerja untuk berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan sasaran

penyusunan RPJMD, maka indikator terpilih adalah sebagai berikut:

NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
TUJUAN STRATEGIS ;{ }\gig}_{ﬁ
1. | Meningkatkan Indeks Terciptanya Indeks Pencemaran
Kualitas Lingkungan Lingkungan Air
Lingkungan Hidup Kabupaten Yang
Hidup Dikawasan Bebas Dari Indeks Pencemaran
Perumahan, Pencemaran Udara
Pemukiman,
Garis Pantai Dan Meningkatnya Persentase Desa
Sungai Kebersihan Yang Garis Garis
Lingkungan Pantainya Bebas
Dikawasan Dari Sampah
Perumahan , Berserakan
Pertokoan Dan Persentase Desa
Garis Pantai Yang Lingkungan

Perumahan Dan
Permukimannya

Bebas Dari Sampah

Berserakan
Terciptanya Persentase Desa
Pengelolaan Yang Lahan
Pertamanan Dan Pemakamannya

Pemakaman Yang Sudah Dikelola

Profesional Secara Profesional

Persentase Desa
Yang Memiliki
Taman Tematik
Untuk Mendukung

Pariwisata
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BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup telah disusun untuk Program Kerja 5 Tahun
kedepan dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Kerja tersusun dengan disertai kegiatan-kegiatan dari tahun ke-1 sampai
dengan tahun ke-5.

2. Program Kerja 5 tahun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan
Talaud telah seiiring dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati pada bagian Misi
yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD.

3. Pada pelaksanaan Renstra akan dikonkritkan dalam rencana kerja sesuai tahun
pelaksanaan.

4. Berhasilnya sebuah program hanya terletak pada orang-orang sebagai pelaku dan

pelaksana di lapangan.

Melonguane, 2022

Kepala Dinas,

MERDISON SASAE, S.AP, MM
NIP. 19660708 199403 1 012






